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ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENJUAL MAKANAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Oleh
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Tindak pidana di bidang makanan yang mengandung bahan berbahaya merupakan
kegjahatan yang cukup meresahkan masyarakat serta membawa dampak yang
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa bagi yang mengkonsumsinya.
Peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya menjangkau segala lapisan
masyarakat dari anak-anak sampai ibu rumah tangga, oleh karena itu penulis tertarik
untuk mengkaji dalam bentuk skripsi berjudul: "Upaya Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Usaha yang Menjua Makanan Mengandung  Bahan Berbahaya'.
Permasalahan yang digjukan adalah: 1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum
terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya, dan
2) Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap
pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Oleh karena itu data yang digunakan berupa
data primer yang didapat dari penelitian lapangan.dan data sekunder yang berasal
dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan
hasil analisis kemudian ditarik kessmpulan melalui metode induktif, yaitu dengan
cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian
kalimat-kalimat. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan
secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat
khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai
kesimpulan tersebut dapat digjukan saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan
sebagai berikut: (1) Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual
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makanan mengandung bahan berbahaya di wilayah Lampung dilaksanakan dengan
menggunakan 2 (dua) cara, yaitu non penal dan penal. Dalam praktiknya upaya Hal
ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan makanan
yang mengandung bahan berbahya ini banyak berkait erat dengan home industri,
sehingga jika yang lebih diutamakan pendekatan represif (penal) maka akan
membawa dampak yang cukup berat, baik bagi pelaku . Hal ini disebabkan polisi
hanya dapat memproses perkara kegahatan terhadap makanan yang mengandung
bahan berbahaya, apabila PPNS Balai POM melanjutkan ke tingkat pro-justisia dan
belum memberikan sanks administratif bagi pelaku usaha yang menjual makanan
mengandung bahan berbahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila telah
diberikan sanks administratif, maka pelaku usaha yang menjua makanan
mengandung bahan berbahaya tidak dapat dilanjutkan penuntutannya ke tingkat pro-
justisia (pengadilan); serta (2) Faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan
hukum terhadap pelaku usaha yang menjua makanan mengandung bahan berbahaya
dapat dipaparkan sebagai berikut: Kurangnya perhatian aparat penegak hokum,
Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung upaya penegakan hokum, dan
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap makanan yang
mengandung bahan berbahaya itu sebagai suatu kejahatan (melanggar hukum).

Berdasarkan kesmpulan di atas, digukan saran sebaga masukan begi penegak
hukum sebagai berikut: a) penegak hukum (khususnya polisi) diharapkan bertindak
lebih pro-aktif daam menyelidiki dan menyidik keahatan makanan yang
mengandung bahan berbahaya tersebut, tanpa harus menunggu laporan atau
pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat/konsumen yang telah menjadi korban
kegjahatan makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut, dan b) Pihak
pemerintah (Badan POM) diharapkan melakukannya secara transparan, yaitu
mempublikasikan tindakan-tindakan tersebut kepada masyarakat |uas.
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